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10 _ : H_ukum dan Pembangunan

" PERJANJIAN PERKAWINAN -
* DAN POLA ..-ENGATURANNVA
‘ DANG :__-ERKAWHNAN

Wahyono Darmabrata

-Pembahasan topzk ini ':dzmaksudkan sebag
“upayae untuk: ‘menciptakan kebakuar -istilah;
Wahyono membedakan antara "janfi kawin"

dengan "perjanjian perkawinan”. Dengan
menjadikan UU 1/1974 tentang Perkawinan se-
-bagal acuannya, dan berpendapat bahwa kedua
istilah tersebut-memiliki- arti_yang ‘berbeda.
" Penulis mengusulkan agar janji perkawman se-
:baxknya dimungkinker hanya mengenai hal-
‘hal yang berkaitan’ dengan pengaturan harta
kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon
suami isteri bermaksud mengatur mengenai
Igzbat perkawman yang menyzmpang dan ke-
‘entuan undang-undang.” : :

4 1 Jan_u Kawm, Perkawman Suatu Perjan_uan Vet
A dan Perjan.llan ?erkawman Tl AP

- f‘topik diatas’ dzmaksudkan sebaga: ipaya untuk men-
Ciptakan kebakuan istilah; ‘disamping untnik‘memberikan gambaran’ mengenai
cakupan yang terkandung dalam istilah tersebut, terutama cakupan yang ter-
kandung dalam perjanjian perkawinan, sebagai pokok pembahasan dalam tu-
lisan ini.

‘a. Janji Kawin

Janji kawin berbeda dengan perjanjian perkawinan. Mengenai istilah Janji
Kawin atau janji nikah, 1.8. Adiwimarta, dalam terjemahan Pengantar Studi
Hukum Perdata karangan H.F.A. Vollmar, memakai istilah janji kawin un-
tuk perjanjian perkawinan. Menurut hemat kami, istilah janji kawin lebih
tepat untuk hal sebagaimana diatur didalam pasal 58 Kitab Undang-Undang



dasarican atas keruglan-kérugxan yang nyata k:ranya telah didenta oleh p;hak
satu mengenaz barang-barangnya dzsebabkan karena c1dera ]anjmya plhak

janji akan kawm dengan orang lain, _]anjl tersebut teiah dlSel'I.l_;ul dan kemu-
dian’ keduanya melakiikan pertunanvan apakah dalam hal ini _]aﬂjl kedua
orang itu memgﬂ:cat‘7 Janji tersebut tidak mengikat apablla salah ‘satu tadak
menepatl janjinya, plhak yang dlruglka iC ak dapat menuntut gantl rugi.
Janji kawin tidak mempunyai’ akibat hukum.

’ Bagalmana pengaturannya dalam Komp:lasx Hukum Isiam (Kepu=
Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Pres
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Jum 1991)‘? Menurut
hemat kami, Kompﬂam Hukum Islam mengamr mengenaz ‘hal 3 yang mmp ‘de-
ngan ketentuan dalam pasal 58 B.W. dimana dalam pasal 1 ayat'1 Bab. I
mengenai Ketentuan Umum diatur’ pengertlan pemmangan Dalamketentuan
tersebut diatur bahwa; pemmangan ialah’ keg:atan upaya ke arah ter}admya
hubungan perjodohan antara seorang prla dengan seorang wanita. DlSlm
menurut hemat kami terdapat unsur janji untuk kawin, sebagalmana yang
terdapat dalam ketentuan dalam pasal 58, mesk:pun ditekankan pada unsur
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12 Hukum:dan Pembangunan'

lala ,}%pasal 11,42, 13 Kompliw Hukum Islam; Dalam pasal 13 di-

pi ahwa ]an_]a kawm maupun pemmangan tldak mempu_: yai
hukum, -apabila. salah. safu. pihak- mengmgkar: atau memutuskan
ngan terhadap yang lain,
- yaupaya, mencaptakan kesexmbangan saimg menghargal namun de-
. ngan pola pengaturan yang i mencerminkan perbedaan Dalam B.W. janji
~kawin dapat menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi jika persiapan
iy _._teiah demikian lanjut, sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 58 (ayat
. 2). Sed gkan dalam Kompilas1 Hukum Islam. (pasal 13) tidak secara te-
\gatur demlklan namun lebih ditekankan pada. nilai agama, mo-
. ang tidak menutup, kemungkman d1kenakannya sanksi ganti rugi
. pada pihak yang cidra janji dalam peminangan. Menurut hemat kami, ke-
... tentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, lebih memberikan peluang kepa-

"da hakim untuk memutuskan perkara, dengan memperhatikan hal-hal
.- yang meliput para pihak, nilai-nilai moral-kepatutan, kebiasaan setempat

. dan nilai-nilai agama, maupun. dalam hal untuk mengenakan sanksi ganti
gl kepada pihak yang cidra j jamji,

. Dalam B.W. mesk:pun sank31 ganti. rugi dapat pula dlbebankan kepada
p:hak yang cxdra Jjanji, namun ayat 2 pasal 58 K.U.H. Perdata mernbenkan
pembatasan kepada hakim untuk dapat membebankan sanksi ganti rugi bag1
pihak yang cidra janji, karena dalam pasal tersebut dapat dlszmpulkan sankm
ganti rug1 dapat dlbebankan kepada p1hak yang cedera janji, jika persmpan
telah
wm,teiah dl]akﬁkan sehmgga banyak yang luput darl sank51 gann rugl mes-
kipun. hubungan telah demikian lanjut, Hal ini yang sering menjadi. masalah
~ Dapat dikatakan bahwa j janji kawin mengandung cakupan yang lebih Iuas,
karena mehpun janji-janji antara pna dengan ‘wanita untuk berkawin, ter-
masuk pertunangan dan. pemmangan Sedangkan pada Kompllam Hukum Is-.
lam_ditekankan pada peminangan,. Janjl kawin ataupun. peminangan pada-
prinsipnya tidak menimbulkan akibat hulum, meskipun ada kemungklnan di-
terapkannya sanksi tersebut bagl yang. mdra janji. o

CMeskipun demikian et hemat kari ¥ nmmilact Tylerm Telam lehth




Peyjanjian Perkawinan .+ 13

s memberxkan peiuang kepadahakimuntuk memutuskan secara lebih-adil:das

lamperkara. mgkar janjl terhadap janjx kawm Bagalmanakah perkembangani
dewasa ini?
Mengenal hal ini; dapat klta kunp tuhsan I Satrlo, SH daiam buku Y.

. _Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama :
Dalambuku tersebut diberikan catatan bahwa; *“Belakangan bahkan ‘su.

- berkembang lebih jauh lagi dengan’ ditetapkannya “ingkar janji untuk’
- kahs d}kwahﬁsw sebagai perbuatan melanggar hukum:: yang’ dapat di
‘ganti - Tugi®; Se!anjutnya dijelaskan;’ sekalipun ‘perkaranya:-adalah _

* mereka-mereka - tidak: tunduk pada KUHPerdata dan Karenanya’ sebenarnyaf‘.
-tidak pas: auntuk contoh disini, ‘tetapi pertimbangannya didasarkan pada: salah:
satu'unsur perumusan’iuas ‘dari‘pasal: 1365 Kitab- ‘Undang-Undang: Bukum
Perdata, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepatiitan yang berlaku
dalam masyarakat (Keputusan Pengadilan: Neger: Mataram I Maret 1984 No
073/PN MTR/PDT/1983 dalam perkara janji‘nikah):’ PR
“Tampak bahwa perkembangan didalam’ masyarakat menOhendaka dapat
dikenakannya sanksi ‘gantirugi bagh mereka: yang ingkar janji, dalam janji
nikah; namun undang-undang kurang memberikan peluang atau ‘memberikan
jalan'pada upaya pemintutan ganti rugi tersebut, sehlngga timbul perkemv'
bangan sebagaimana dikutip tersebut diatas.
“Pada dasarnya perkembangan:dalam ‘masyarakat perlu diakomodxr se-
hingga suatu upaya hukum dapatilebih memberikan keadilan bagi vang'mem-
butuhkanperlindunganhukum. Namun demikian, upaya tersebuttidaklak has
rus-berpijak terialu jauh 'menyimpang-dari prinsip yang ‘ada“(misainya ber:
pegang pada prinsip 1365),:sebelurn memperhatikan lingkup pengaturan da-
lam masalalitersebut (pasal 58 K:U/H.Perdata), dengan harapan akan:men-
capal sasaran atau’ hasil yang:sama. Oleh karena:itu, kami tidak sependapat
denganpertimbangan Keputusan Pengadilan Mataram, yang mempergunakan
ketentuan. pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk menga=
bulkan:ganti: rugi bagi mereka yang mengmgkarx Janjl mkah Hal tersebut-
dengan pemikiran:bahwa;: £
_}al'ljl kawin merupakan hubungan hukmn dalam bzdang hukum keiuarga,?
«yang prinsipnya berbeda dengan hubungan hukum dalam bidang hukum
kekayaan yang tercakup dalam penuntutan pasal 1365 K.U:H:Perdata:’
- janji-kawin tidak mempunyai akibat hukum, artinya pada prmmpnya-
-funtutan gantl rugi tidak dapat:dilaksanakan; -
Dalam janji kawin terdapat pengaturan bahwa janji kawin tersebut tldak
mempunyai akibat hukum, sehingga bagi yang mengingkari tidak dapat dike-
nakan sanksi ganti rugi. Apakah terdapat penerapan prinsip yang tepat jika
Undang-undang menganut prinsip janji kawin tidak mempunvai akibat hu-




Hukum dan Pembarzgunan,

£ '"'1;d1terobos artmya d;szmpangi dengan: menerapkan pasal 1365;
BW ang mengatur mengenai ikatan dalam;bidang hukum. kekayaan untuk
_memungkmkan dibebankannya ganti rugi hagi yang ingkar janji: ‘Apakahi.
mla;-kepatutan dapat menyampingkan: pnnsxp undang-undang yang: sebenar-
_ nya memberikan- pengaturan bahwa janji kawin: tersebut pada prinsipnya

tidak dapat dikenakan sanksi ganti rugi? Hal ini mengingat pula bahwa Buku
HPerdata pada prmsxpnya menganut mstem tertutup

. b uang;:|
mungk; an_bahw selain ‘bldang hukum kekayaan penunmtan gant1 rugl ndak:
dimungkinkan, karena undang-undang sendiri memberikan peluang akan hal
itu. Namun. apabzla prinsipnya terdapat. Jarangan undang—undang untuk me-,
nuntut ganti rugi tersebut, karena tidak mempunyai akibat hukum (pasal 58
K:-U.H. Perdata), maka menurnt-hemat kami lebih baik untuk tidak "memak-
sakan mengenakan sanksi-ganti rugi; dengan berpijak: pada landasan -atau.
prinsip yang berbeda (berpljak pada pasal-1365 K.U.H.Perdata). Apakah hal
itulantas berarti bahwa janji kawm sama sekah tidak dapat dzkenakan sanksy_
ganti mg:‘? i
- Kiranya tidak demikian; kebumhan masyarakat periu pula diperhatzkan
seeranya memang akan memberikan keadilan bagi para pihak. Tampak disi-:
ni undang-undang (pasal 58 BW), membatasi:dalam memberikan kesempatan
atau peluang penuntutan ganti rugi, sedangkan kebutuhan masyarakat meng-:
hendaki. dlmungkmkannya ‘penuntutan: ganti-Tugi bagi yang ingkar janji.
Apakah ‘hal ini tertutup kemungkinan sama sekali untuk melakukannya? o
- Undang-undang sebenarnya; memberikan peluang penuntutan ganti rug;
sebagaimana: ditentukan dalam pasal' 58 ayat 2, yakni dalamhal persiapan:
perkawinan telah-demikian lanjut, yakni dalam hal pemberitahuan dan peng--
umuman telah dilakukan.. Menurut hemat kami, lebih baik jika kita menafsir-
kan lebih longgar ketentuan pasal 58 ayat 2, sehingga dapat menampung ke-.
butuhan masyarakat,: terhadap: pengingkaran janji kawin oleh salah satu pi-
hak; dan kemungkinan- dibebankan sanksi ganti rugi bagi mengingkari janji
tersebut, tetapi tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab. Undang-
Undang Hukum Perdata, melainkan dengan menafsirkan ketentuan pasal 58
lebih fleksibel, karena undang-undang toh member:kan peluang penuntutan
gant: rugitersebut: © - o
“Bagi masyarakat adat, yang tidak tunduk pada ketentuan dalam BW ‘ma-
ka prinsip dalam BW (pasal 58 BW) dipertimbangkan untuk dapat dxterap~-
kan, denean memberikan peluane vane lehih hocar baoi hakim intil merma. .
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- nuh1 kebumhan masyara_kat mencapal rasa keadllan tanpa hams memaksaka: 3

lam memenuhi’ rasa keadllan bag: para pxhak yarlg berpekara dengan menge-»
nakan sanksi bagi yang mgkar Janji tldak hanya dalam bentuk ganti z‘ugl'
b i

nangan, 1a£ah bahWa Jjanji kawin 'atau jan_u mkah ndak mempunym ak;bat
hukum.’ Namun dalam hal-hal tertentu dapat mempunyai akibat hukum, seba-
galmana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Kitab Undang»Undang Hukum Perdata;
dan dlselesalkan dengan tatacara yang baik; sesuai ‘dengan wntutan agama,
dan kebiasaan setempat sehmgga tetap terbina kerukunan dan’ sahng meng—
harga: (pasal 13 ayat 2 Kompﬂam Hukum Islarn)

b Perkawman Suaz‘u Peryanﬂan T - /"
‘Perkawinan dapat dikatakan merupakan suatu per}anjlan datam arti yang
Iuas Lkarena untik sahnya suatu perkawinan diperlukan adanya syarat perse-
suaian kehendak, sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 28 dan 80 KUH:
Perdata ‘Asas perkawman menghendak1 adanya kebebasan kata sepakat anta-
ra kedua calon suami isteri, artinya tanpa paksaan, ‘kekhilafan dan’ pempuan
Selan}utnya dmadapan Pegawal Catatan Sipil, kedua calon suami istéri harus
menerangkan bahwa yang satu menerima yang lain sebagax isterinya, dan
yang lain menerima’ ‘yang satu’sébagai suaminya; dan mereka dengan ketu-
lusan ‘hati akan melaksanakan segala’ kewajiban sebagal suama—lsten seba-
gaimana ‘ditentukan oleh ‘tndang-undang. - : .
“Suatu’ perkawman merupakan perjanjian. Perkawinan mempakan suatu
penkatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung
untuk seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk ‘berlangsung kekal aba-
di, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunig,
sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal aba-
dinya perkawinan tersebut. ‘Meskipun perkawinan adalah'suatu perjanjian,
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. _mempunym sn’at dan "m yang ‘oerbeda dengan perjanjian yang diatur. dalam
-Buku i1t Kitab Undang-Undang Hukum_Perdata Perkavyman merupakan 1k

kekai abadmya 1ka_ta tersebut inelamkan kebahkannya ikatan- 1katan dalam
Buku I KUHPerdata dzmaksudkan hanya berlaku untuk sesaat. J ual bel;
mlsainya telah berakhlr gxka pen;ual telah menyerahkan barang, dan pembeh
telah membayar harga barang Masmg~masmg apab;la telah meiaksanakan
kewajiban dan memperoleh apa yang menjadi haknya, maka perjanjian ter-
sebut berakhir. Ciri dalam perikatan dibidang hukum kekayaan, disamping
tidak dimaksudkan untuk membentuk. persekutuan yang bersifat, kekal, arti-
nyag dlmaksudkan hanya berlaku untuk sesaat, juga terdapat keleiuasaan yang
dxberikan kepada para plhak dalam perjanjian didalam menentukan hak dan
kewa_uban mereka, danmereka dlberz wewenang unfuk menylmpang dari ke-
tentuan ku 11 Kltab Undang—Undang Hukum Perdata. Buku IT1. KUHPer-
data-mengenal azas. kebebasan berkontrak sebagalmana dapat dlsampuikan
dalam. pasal .1338. ayat 1 yang menentukan bahwa semua persetujuan yang
dibuat. secara. sah. Dberlaku. sebagali. undang—undanv bagi .para_pihak yang
membuatnya.. Hal ini membawa konsekwensi bahwa Buku 11 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata merupakan hukum mengatur, yang safatnya meieng-
kapi perjanjian yang.diadakan oleh para pihak yang lazimnya dibuat hanya
pokok-pokoknya saja. - Apabila para. pihak-tidak menentukan secara tegas
didalam Jperjanjian yang mereka- buat, maka mengenai hal itu dxmaksudkan
bahwa para pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan, yang terdapat didalam
Buku III KUHPerdata.,

. -Kembali kepada pembahasan mengena: perkawman maka dapat dlkata~

lrnn Tunleccr sumdn Facnmmrn wooetmaim o taednmat dolam I ital 1 Todnme T Tadameor
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. Hukum Per data' terdapat puia dalam Undang«Undang No. 1 zahun 1974 ten-_.._

persétujuan kedua calon mempelai Oleh karena perkaWinan_"_'

e ‘dan sesuai pula dengan hak asaSI manusna, ‘maka perkawman_'““ '
- _-..harus dis tujul pula kedua ‘belah pihak yang melangsungkan perkawinan

* tersebut; tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Prinsip- kekal' abadmya__
5_perkawman dala_m Undang—Undang Perkawman dapat kita llhat dalam pasai_:f-

bahwa pafa pihak ndak dapat menyxmpang dan ketenman undang—

: -fundang mereka tunduk pada‘ketentuan‘undang-undang dan’ "etenman un-
dang-undang bersifat memaksa. Asas tersebut untuk mendukung prinsip ke-
kal abadinya perkawinan, agar para pihak tidak dapat secara bebas mengatur
‘hak dan kewajiban mereka, karena hal tersébut akan membawa’ dampak pada _
timbuinya kesewenang—wenangan dan terabaikannya hak-hak azasi manusia,

Dengan demikian dapat dzsxmpulkan ‘bahwa perkawinan merupakan per-
janjian dalam’ bidang hulkum keluarga yang ketentuan-ketenmannya cende-
rung bersifat memaksa, dan txdak boleh dlkesampmgkan secara bebas oleh
para pihak, Mengapa demikian‘?

“Karena - perkawman Pprinsipnya harus beriangsung kekai sehingga ke-
tentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan dimaksudkan untuk
mendukung prinsip kekal abadinya’ perkawinan tersebut; dan hal tersebut
diwujudkan dalam sifat memaksa pengaturan ketentuan—ketentuan perkawm—
an, Para pihak tidak ‘dapat menyimpang dari ketentuan yang mengatur me-
nigenai perkawinan, ‘meéreka harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan
ketentuan perlcawman bersifat memaksa, ¢

“ Oleh karena itu, ada pula pendapat yang lebih suka menganggap perka~

winan bukan sebagai perjanjian, melainkan suatu lembaga hukum yang mem-
punyai sifat'dan corak pengaturan sendiri; yang berbeda dengan perjanjian
dalam bidang hukum kekayaan.
“ Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa perkawinan tidak dapat d:per-
janjikan secara bebas oleh para pihak, sebagaimana perjanjian dalam Buku
II1 BW, ‘perkawinan terkait dengan nilai-nilai moral, agama dan Kketertiban
umum, sehingga diharapkan para pihak mengikuti dan menjunjung tinggi ke-
tentuan undang-undang, dan’ sejauh mungkin untuk tidak menyimpang dari
ketentuan undang-undang, kecuali jika undang-undang memungkinkannya.

¢. Perjanjian Perkawinan = e
. Perjanjian perkawinan’ d:amr dxdalam Undang—ﬁndang No. 1 tahun 1974
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 Untuk dapat lebih memperoleh gambaran yang iebih jelas, atau rnernaha-
mi mengenai hal tersebut, .maka dicoba untuk. memperbandmgkan dengan
pengaturan perjanjian perkawman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data. Bagaimanakah pengaturan perganpan perkawman dalam K;tab Undang~
Undang Hukum Perdata? . & oo oo 5. Y /..

. W . | pel
kawman ;_dxatur didalam pasai 119 Katab Undang-—Undang Hukum Perdata
Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:.. 5
«.Mulai saat perkawinan dzlangsungkan demz hukum berlakalah persaruan
..bulat antara harta kekayaamn. suami dan isteri, sekedar. mengenai.itu
dengan .perjanjian perkawman tidak dzadakan_ kerentuan lam

Selanjutnya pasal 139 Kstab Undang—Undan‘ Hukum Perdata menemukan
bahwa E
T Dengarz mengadakan penaryzarz perkawman kedua calon suamz-zszen
- adalah berhak menyiapkan-beberapa penyimpangan.dari peraturan per-
- ;_;undang—undangan sekirar persatuan harta kekayaan, asal peijanﬁan it
tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.- i

Apabila kita perbandingkan, maka perumusan pasal 29 Undang-undang
Perkawinan, dengan pasal 139 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata meng-
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: f-’izia unsur perbedaan pada perbedaan pengaturan perjanjlan perkawinan dalam '
.-._'-thab Undang—Undang Hukum Perdata dan Undang—Undang Perkawman -

tersebut ialah ebagan bernkut R e
oleh Calon:Suami-Isteri:Sebelum Perkawman Berlangsung
; Kltab Undang—Undang Hukum Perdata menentukan bahwa atas '

Cwa pada waktu atau’ sebe!um perkawman diiangsungkan maka caion sua~ '
- misister 1dapat membua‘.: perjan_;xan tﬂrmhs yang zsmya berlaku -uga bag e
7 pihak ketiga. '
- Dibuat dalam Bentuk tertui;s S R
e Perjanjian perkawinan, merupakan per;anjlan yang dlbuat oleh calon sua—.
mi-isteri sebelum perkawinan (atan menurut undang-undang perkawinan
dapat pula pada saat perkawinan berlangsung), dan dibuat dalam bentuk
““tertulis. Tertulis dalam ketentuan pasal 29 ‘menurut hemat kami lebih
 baik jika dibuat-dalam bentuk akta otentik, karena adanya anak kalimat
* yang berlaku juga bagi pihak ketiga. (bandingkan ketentuan pasal 1868,
18701876, 1875; 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Prof.
© Subekti; SH. menyatakan bahwa akta dibawah tangan mempunyai ke-
© ‘kuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik jikatanda pembuktian
“sempurna ‘bagi para pihak, tidak terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan
pendapat tersebut Nurnazly Soetarno, SH: berpendapat, apa artinya jika
perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan? Masyarakat
tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, dan kekuatan
pembuktiannya masih'kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedang-
kan kalau diakuipun, akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuk-
tian sempurna hanya bagi-para pihak. Oleh karena itu beliau juga ber-
" pendirian bahwa per_;anpan perkawman sebalknya d:buat daIam bentuk
akta otentik. e EEE e ke
- Unsur Kesusnlaan dan Ketemban Umum Lo
- Unsur kesusilaan, ketertiban umum dalam pasal 139, dimuat pula dalam
pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin tidak bo-
leh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. :
- Unsur Tidak Boleh Diubah
-+ Unsur tidak boleh diubahnya perjanjian perkawman dapat kita lihat da-
- lam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan

: bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin dengan cara ba-
nnnnnnnnnnn a2 o Ak At TAalacn Tl e T (o Ao BWlm. 1 fﬁhnﬂ
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1974 Juga d:mmuskan, yakm bahwaperjanjian perkawman pada prmszp- .
.inyatidak dapat dirubah; meskipun dalam ayat 4,'mengandung perbedaan
- sedikit, yakm bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, 31ka
3 ada persetu_}uan dari kedua beiah plhak (suamxnisteri) dan tidak. meru-

%j_erlakunya per;anpanperkawman pas _;-147 Kztab ‘Undang
ng Hukum: Perdata menentukan bahwa, perjanjian perkawinan: mulai
;;_»-;.:ber}a}ru cemenjak ‘saat perkawinan d:langsungkan lain saat untuk it
tidak ‘boleh dltetapkan Hal tersebut sesuai dengan perumusan.dalam
pasai 29 ayat 3 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa
s perianjian: perkawman mulai . berlaku sejak saat perkawman dﬂang-
mocsungka AT AT . O A YA 3 _

Adanya unsur—unsur persamaan dalam pengaturan perj anjxan perkawman
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Ta-
hun 1974 tentang Perkawinan, memberikan gambaran bahwa:maksud Pem-
berituk: Undang-Undang adalah mengatur lembaga hukum yang sama; Per-
janjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada ha-
kekatnya :merupakan lembaga hukum yang sama dengan perjanjian perka-
winan:yang-diatur-didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Per-
kawman mesklpun terdapat pula unsur-unsur- perbedaannya

2 Poia Pengaturan Per‘]anpan Perkawman

a. Menurut Kztab Undang-»Undang Hukum Perdara e
:Apabila kita‘melihat pada susunan Bab. didalam Buku I.Kitab Undang—
Undang Hukum Perdata, maka dapat kita lihat susunan sebagal berzkut
Bab V  Tentang Hak dan Kewajiban suami dan isteri .
Bab VI i ‘Tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang Undang dan
B Pengurusannya % G T -
Bab VH Tentang Perjanjian Perkawman

: Dari pola penga‘mran demikian, maka dapat seket:ka klta ketahm bahwa
h&i yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, diatur sesudah pengaturan
mengenaiharta benda perkawinan; yang dalam Kztab Undang-undang ﬂu}fum

FVmet Tt s B awog e o o



berhakmengatur penyxmpangan—penylmpangandanperaturan undang~undang
yang ‘berkaitan" dengan harta’ campuranbulat, asalkan perjanjlan 1tu tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

“Berdasarkan hal tersebut; maka daiam perganjzan perkawman dapat diatur
harta campuran laba Tugi, atau harta .campuran penghasﬂan pendapatan. De-
ngan‘demikian apa yang dimaksudkan'dengan perjanjian perkawman

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat olehrcalon suami dan
isteri sebelum perkawinan dllangsungkan, dengan’ maksud untuk mengatur
harta kekayaan perkawinan ményimpang dari Keténtuan'harta campuran’ “bu-
lat. Perjanjian perkawinan, mempakan perjan_uan yang berkaatan erat dengan
harta kekayaan perkawman :

b Pofa Pengatumn Perjanﬂarz Perkawman Dalam Ufzdang-ﬂndang No If
tahun 1974 tentang Perkawingn- - '
“:Didalam Undang-Undang Perkawman per}anjian perkawman dlatur da-_

lam pasal 29. Pola pengaturan perjanjxan perkawman daiam undang-undangi

perkawman ialah sebagai berikit; I :

Bab ¥ 2vPerjanjian Perkawinan L

Hak dan Kewajiban suamisisteri; =i

Harto Rands Malam Perlrawinan @ o
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isi p Janjlan" perkawman hanya _
kekayaan perkawman Per;anj ian perkawman dnbuat oleh
k

ndar g—undang perkawman mengatur

_ engan pola engaturan yang berbeda dengan peng-
aturan perjanjlan perkawman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Dal undang perkawman mengena] xs; atau cakupan perjanjian

kan penjelasan mengeﬁaz 'cakupan atau, i51 'per_]anjlan
perkawman Undang—unqang Perkawinan hanya menentukan. bahwa pada
waktu .atau. sebelum. ;f};awwan dxlangsungkan kedua belah plhak ‘atas

Perkawman (Bab. VII) :

Berdasarkan pola pengaturan demxk:an Apakah perjanjian perkawman
dapat berisikan hal-hal yang bukan merupakan pengaturan harta kekayaan
perkawinan?: Apakah-perjanjian-perkawinan dapat berisikan. mengenal hal
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-isteri? . . -

-Dalam hal calon suami-isteri boleh mamper;anjlkan hai lam selam harta
kekayaan perkawinan, misalnya; - - oo !

- Apakah boleh sebelum perkawinan atau pada saat d;langsungkan perka-.
winan, calon suami-isteri memperjanjikan, bahwa-jika. isteri cacat badan;

mandul, sebagaimana ditentukan.dalam pasal 4-ayat 2, suami:dapat menikah’
atau berisieri laoi? Artinus irin.ditnonolran dnlom moriomlon. raela S mamd
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2 - rjanji
tldak d pat mendapatkan--keturunan (mandul), maka isteri dapat memint

i kepad'

D
oleh -_suamx-xsterx sebagalmana d;atur dalam pasal 32 ayat 2 Undang~Undang
Perkawman T§ &

Apakah hal tersebut juga dapat dlperjanjxkan dalam per; njzan er-
kawinan, sebelum perkawinan dxlangsungkan‘? Apakah hal itu dxmak kan
oleh" Pembentuk Undanguundang, dapat dllakukan sebelum perka
Eangsungkan’? -

Undang~Undang Perkawman memang dapat dlkatakan udak me;
penjelasan atay tidak menentukan cakupan mengenal apa yang dapa
dldalam per}anjlan perkawman - "

Kemungkman pertama e jé i

pat’ memegang peranan dxdalam memberlkan batasambatasan
yang dapat dlperjanpkan dldaiam perjanjlan perkawman

membenkan pernmbangan-pemmbangan mengenai cakupan perjanjx
winan tersebut? - s

- Hal yang pertu dlperhankan ialah bahwa’ perkawinan mesk:pun mengan-
dung unsur kesepakatan; akan tetapi berbeda dengan penkatan yang diatur
dalam ‘Buku IIf K.U.H.Perdata, ‘yang ‘berpegang pada prinsip kebebasan
berkontrak (pasal 1338 ayat 1 BW) sebagalmana telah dluralkan dlatas

Kemuncrklnan Kedua:
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bldang hukum harta kekayaan perkawman Menurut hemat. kaml apablla n-—_ '

/ nan mengatur hak dan kewayban dibl-—
! pang dari ketentuanundang—undang, -

, _\sarkan pada prmsxp kekal abadmya perkawman sehmgga tidak dapat

sip adanya"'kesepakatan namun sesudah jtu, hak dan kewayban para
.....pihak ; adalah _semata—mata tunduk pada ketentuan undang-undang Hukum

demikian, 'maka‘perj ahﬁan perkawman klranya txdak dapat menylmpangz
ketentuan~ketentuan undang—undang yang, mengatur mengenm hak dan

b. Harta kekayéan perkawman pada prmsxpnya merupakan hak dan kewa~
jiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu jika perjanjian
perkawinan tersebut diadakan oleh snami-isteri (perjanjian yang diadakan

. Oleh suam1~xster1 nmengenai harta kekayaan mereka), maka hal itu dapat

j '_kan namun periu dlperhankan kepentmgan plhak ketiga agar,

7 an atau mendukung puia prm51p kekai abadmya perkawman se-
.hingga meskipun perjanjian perkawinan itu. mungkln diadakan sepanjang
nai harta benda perkawman namun hal it hanya jlka undang-un-

gm ungkmkannya .

A 'genai harta kekayaan perkawman maka harta yang mana yang
dapat diperjanjikan? Jika hal itu didasarkan pada prinsip bahwa selama

... undang-undang memungkinkan, maka. perjanjian perkawinan hanya di-
o mungkinkan atas harta bawaan yang pribadi; artinya milik suami-isteri.
. -.yang bersangkutan ‘bukan harta keluarga, sedangkan untuk harta ber-.
sama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak ada ketentuan
yang memungkinkan didakan perjanjian perkawinan, sehmgga t:dak dapat
diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. g

Prent Dardiamea I Taaccamem domod Inolecesm oo mot oo o 23 3T 3T e e

'bidang hukum keluarga yano dlda-- :
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ga dalam undang—undang, dan tidak dapat dxtafmrkan bahwa perj anpan '_
erkawman dapat mencakup ha!—hal yang lam maka sebalknya perjan__]_lan

'f"ﬁaiam kaltan suaml—lsten mengadakan perjanjlan dengan plhak ketlga,_
yang ‘berkaitan’ dengan badang harta kekayaan, maka“disini terdapat prinsip
kebebasan berkontrak karena perjanjlan dlsmi merupakan perjanjian yang
jiban yang dapat dmﬂal dengan uang, tidak terpaut dengan bzdang hukum
keluarga sehingga azas kebebasan berkontrak ‘dapat’ diterapkan (Asas per-
janjlan Buku IIT dapat dlterapkan sebagai pedoman)

Mesklpun demikian; prinsip undang—undang dibidang hukum perkawman
harus diperhatikan. stalnya prm&p yang terdapat antara Iam daiam pasal
36 harus pula dlperhatakan : . : :

Far A 3 Kesnmpulan

Dalam pembahasan ini, dxuratkan mengenm janji kawin, atau janji mkah
perkawinan suatu perjanjian, dan perjanjian‘ perkawinan, -Tujuannya“ialah
untuk mendapatkan kebakuan istilah, dan memberikan pengertian bahwa janji
nikahadalah bukan ] perjan_] ian perkawinan; dan pengernan perkawman adalah
berbeda dengan’ perjan_uan perkawinan maupun janji kawin (nikah)."

- Sedangkan mengenal cakupan apa yang dapat diperjanjikan dalam per-
janjian perkawinan, memang’ dapat dikatakan belum terdapat kesatuan pen-
dapat. Pendapat yang kami kemukakan, menekankan‘pada dasar bahwa seba-
iknya cakupan yang dapat diperjanjikan dalam.perjanjian perkawinan, hanya-
lah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesim-

pulan antara lain sebagai berikut:
1 Tamil Lasgin atarr 1anis nilrabk mada meimoeimmeorg tidals mrarimaivaglbam al-ilhae
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beda dengan perjanjlan yang dlatur dalam Buku 1 KUHPerdata Per-

- ’kawinan, merupakan suatu Iembaga, yang setelah . kesepakatan (se;)erti

suaml-xsten dalam perjan)xan perkawman il Gl
3. - Undang-undang-No. 1-Tahun 1974, mengatur menﬂenal Perjanjlan Per-
. kawinan, dalam. pasai-Z yang. pada hakekatnya sama dimaksudkan se~
bagai lembaga hukum yang sama dengan perianjian perkawinan,. yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 119, 139),
namun apa yang dapat diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan di
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak diatur secara jelas,
apakeh perjanjian perkawinan. cakupannya hanya mengenai harta keka-
yaan perkawinan, atau dapat juga mencakup hal-hal lain di luar harta
. kekayaan . perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada pola. pengaturan

+.: yang terdapat dj dalam Undang~undang No.. 1.Tahun 1974,

...Perjanjian, perkawinan; jika tidak ditafsirkanJain; dalam Undang—undang;
+:No...L. Tahun 1974, sebaiknya- hanya. dimungkinkan:-mengenai :hal-hal.

erkaitan, . dengan. :pengaturan. harta -kekayaan . perkawinan.:
--..Sedangkan mengenai. bentuk. perjanjian perkawinan, meskipun undang-
- undang .perkawinan, hanya menyebutkan - dibuat secara tertulis, yang:
- dimaksudkan dapat berlaku juga bagi pihak ketiga, maka menurut hemat.
. kami sebaiknya per;anjxan perkawman dibuat dalam bentuk akta’ otennk






